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Jakarta, 17 Januari 2017 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian
Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU
Kekuasaan Kehakiman) pada Selasa (1711), puku1 1300 WIB dengan agenda
Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara tipUU-
XV/2017 inI dialukan o1eh I Gede Gatot Binawarata. Pemohon adalah perseorangan

Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hakwarga

konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adjl dari Mahkamah Agung dengan
berlakunya Pasa1 23 ayat(2) UU Kekuasaan Kehakiman
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Norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasa1 23 ayat(2) UU Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi:

Techadap Putusan Perilnjbuan Kernbalitidak dapat dilakukan Perilnjauan Kernbali

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut telah melanggar hak Konstitusional
Pemohon yang dilindungi o1eh pasa1 28H ayat(2) UUD 1945 yang berbunyi

Setibp oreng herhak mendapat kernudahan dan perlakuan khusus untuk meinperoleh
kesempatan dan inarifaatyang sama guna mencapaipersamaan dan keadilan

Lebih Ianjut menurut Pemohon, ketentuan tersebuttelah mein batasi hak konstitusional
Pemohon untuk meIakukan upaya hukum Peninjauan Kernbaliterhadap Putusan
Peninjauan Kernbali Nomor 550 Plopdt/2000 yang merupakan peninjauan Kernbali atas
putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 KIPdV1990. Pemohon menilai, apabila
pasal a quo dibatalkan inaka upaya hukum Peninjauan Kernbali ke Mahkamah Agung
dalam perkara perdata dapat diajukan Iebih dari itsatu) kali sebagaimana dalam
Peninjauan Kernbaliterhadap Perkara Pidana

Dengan mengajukan permohonan ini. Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan
ketentuan pasa! 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak me in punyai kekuatan hukum mengikat. (Nina Afrianti)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasa1 24C Undang-
Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentsng
Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konslitusi. Mahkamah Konstitusi beMenang mengadili pada
tingkal pertaina dan terakhir Yang putusannya bentot final untuk mengulI undang-undang rerhadap Undang-Undang
Dasar, meinurus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undang Dasar,
meinutus pembubaran partai polltik, dan meinutus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum. sena wailb memberIkan
putusan alas pendapat Dewan Peruakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran o1eh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang. Undang Dasar. Untuk informasilebih Ianjut, SIIakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Telepon/fats 0812/017130/ 021.35124S6, pin bb: 5M23606 Twitter. @Humas_MKRl. Laman:
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